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ABSTRAK 

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara tidak hanya merepresentasikan proyek 

pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga mencerminkan transformasi 

mendasar dalam sistem pemerintahan dan tata kelola birokrasi di Indonesia. 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi penerapan 

model birokrasi inovatif melalui pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga khusus 

yang memiliki kewenangan administratif, fiskal, dan perencanaan yang luas. Berbeda 

dengan birokrasi konvensional yang cenderung hierarkis dan prosedural, Otorita IKN 

dirancang dengan struktur yang lebih fleksibel dan kolaboratif untuk mempercepat 

pengambilan keputusan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.Penelitian ini 

bertujuan menganalisis implementasi model birokrasi inovatif dalam pembangunan 

IKN melalui identifikasi elemen inovatif pada tata kelola kelembagaan, digitalisasi 

pelayanan publik, dan mekanisme kolaborasi multisektor. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen 

kebijakan menggunakan pendekatan qualitative content analysis terhadap Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 

63 Tahun 2022, laporan pemerintah, dan literatur administrasi publik kontemporer. 

Kerangka teoritis penelitian mengacu pada konsep New Public Governance dan 

innovative public governance yang menekankan fleksibilitas kelembagaan, tata kelola 

kolaboratif, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara 

normatif Otorita IKN telah mengadopsi prinsip-prinsip birokrasi inovatif melalui 

integrasi sistem digital, desentralisasi pengambilan keputusan, dan pengembangan 

kemitraan multisektor. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah 

kendala berupa tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi 

lintas sektor, persoalan tata kelola lahan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat 

lokal dan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Penelitian ini menemukan 

bahwa inovasi kelembagaan belum sepenuhnya diikuti transformasi budaya organisasi 

dan kapasitas aparatur, sehingga terjadi kesenjangan antara desain kebijakan dan 

praktik implementasi. Novelty penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara 
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desain birokrasi inovatif Otorita IKN dengan realitas implementasi tata kelola 

pembangunan IKN dalam perspektif post-bureaucratic governance. Temuan penelitian 

menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi inovatif tidak hanya bergantung pada 

desain kelembagaan yang progresif, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, 

kepemimpinan transformasional, kapasitas aparatur, dan mekanisme pengawasan 

yang adaptif. 

 

Kata Kunci: Birokrasi Inovatif, Otorita IKN, Tata Kelola Pemerintahan, 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kebijakan Publik. 

 

ABSTRACT 

The relocation of Indonesia’s national capital to Nusantara not only represents a 

large-scale infrastructure development project, but also reflects a fundamental 

transformation in the country’s governmental and bureaucratic governance system. 

The development of the Nusantara Capital City (IKN) serves as a significant 

momentum for the implementation of an innovative bureaucratic model through the 

establishment of the Nusantara Capital Authority (Otorita IKN) as a special institution 

endowed with broad administrative, fiscal, and planning powers. Unlike conventional 

bureaucracies, which tend to be hierarchical and procedural, the Nusantara Capital 

Authority is designed with a more flexible and collaborative structure to accelerate 

decision-making processes and strengthen cross-sectoral coordination. This study 

aims to analyze the implementation of an innovative bureaucratic model in the 

development of IKN by identifying innovative elements within institutional governance, 

the digitalization of public services, and multisectoral collaboration mechanisms. This 

research employs a descriptive qualitative approach through literature review and 

policy document analysis using a qualitative content analysis method. The study 

examines Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City, Presidential 

Regulation Number 63 of 2022, government reports, and contemporary public 

administration literature. The theoretical framework refers to the concepts of New 

Public Governance and innovative public governance, which emphasize institutional 

flexibility, collaborative governance, and governmental digitalization. The findings 

indicate that, normatively, the Nusantara Capital Authority has adopted the principles 

of innovative bureaucracy through the integration of digital systems, decentralization 

of decision-making, and the development of multisectoral partnerships. However, 

implementation in practice continues to encounter several challenges, including 

overlapping authority among institutions, weak cross-sectoral coordination, land 

governance issues, and limited participation of local communities and indigenous 

peoples in the development process. This study further reveals that institutional 

innovation has not been fully accompanied by transformation in organizational culture 

and bureaucratic capacity, resulting in a gap between policy design and 

implementation practices. The novelty of this research lies in its analysis of the 
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relationship between the innovative bureaucratic design of the Nusantara Capital 

Authority and the practical realities of governance implementation in IKN development 

from a post-bureaucratic governance perspective. The findings affirm that the success 

of innovative bureaucracy depends not only on progressive institutional design, but 

also on regulatory harmonization, transformational leadership, bureaucratic capacity, 

and adaptive oversight mechanisms. 

 

Keywords: Innovative Bureaucracy, Nusantara Capital Authority, Governance, 

Nusantara Capital City Development, Public Policy. 

 

PENDAHULUAN 

Pemindahan ibu kota negara dari 

Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) 

merupakan salah satu kebijakan strategis 

yang menandai pergulatan baru dalam 

pembangunan nasional Indonesia. 

Kebijakan ini diprakarsai oleh 

pemerintahan Joko Widodo dengan 

tujuan mempercepat pemerataan 

pembangunan, memperkuat daya saing 

nasional, serta menciptakan pusat 

pemerintahan yang modern, hijau, dan 

berbasis teknologi. Relokasi ibu kota 

tidak hanya dipandang sebagai upaya 

pengurangan tekanan lingkungan dan 

demografis di Jakarta, tetapi juga 

mencerminkan perubahan mendasar 

dalam tata kelola pemerintahan (Sims & 

Ruskulis, 2019). 

Dalam konteks reformasi 

administrasi publik, transformasi 

birokrasi dituntut untuk bergerak 

melampaui paradigma tradisional yang 

kaku dan hierarkis. Hood (1991, hal. 5) 

menegaskan bahwa birokrasi 

konvensional sering kali “is overly rigid, 

hierarchical, and slow in responding to 

rapid environmental changes”. 

Paradigma ini kemudian diperluas dalam 

kajian New Public Management, yang 

mendorong pemerintahan untuk lebih 

efisien, responsif, dan berorientasi pada 

hasil. Pollitt dan Bouckaert (2011, hal. 

42) menegaskan bahwa “reforms aimed 

at increasing efficiency and customer 

responsiveness have led to new models of 

public governance”, di mana fleksibilitas 

organisasi dan inovasi menjadi kunci 

perubahan. 

Selaras dengan itu, pembangunan 

IKN dirancang sebagai “laboratory” bagi 

penerapan model birokrasi inovatif 

melalui pembentukan Otorita IKN 

sebagai lembaga khusus yang diberi 

kewenangan administratif, fiskal, dan 

perencanaan yang luas. Ansell dan Gash 

(2008, hal. 545) menyatakan bahwa 

collaborative governance membutuhkan 

keterlibatan lintas sektor, di mana “public 

agencies directly engage non-state 

stakeholders in a collective decision-

making process that is formal, consensus-

oriented, and deliberative”. Kerangka ini 

sesuai dengan visi Otorita IKN yang 
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menempatkan kolaborasi antara 

pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sebagai bagian integral dari 

tata kelola pembangunan. 

Selain itu, reformasi birokrasi 

dalam era digital menjadi faktor penting 

dalam menjawab tantangan pelayanan 

publik yang modern. Dunleavy et al. 

(2006, hal. 470) menekankan bahwa “the 

public sector must embrace digital-era 

governance to deliver services effectively 

in the 21st century”, sebuah konsep yang 

mendasari upaya digitalisasi sistem 

pelayanan publik dan penggunaan data 

dalam perencanaan pembangunan IKN. 

Sementara laporan United Nations E-

Government Survey (2020) 

menyimpulkan bahwa “digital 

government contributes to improved 

efficiency, inclusiveness, transparency, 

and accountability,” menunjukkan bahwa 

teknologi informasi dapat menjadi 

pendorong utama inovasi birokrasi. 

Namun, transformasi birokrasi 

bukan tanpa tantangan. Meskipun 

perancangan kelembagaan Otorita IKN 

menunjukkan prinsip-prinsip modern, 

realitas lapangan sering kali 

memperlihatkan hambatan struktural dan 

budaya yang masih kuat. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa ketidakjelasan tugas 

kelembagaan, konflik kewenangan antara 

level pemerintahan, serta hambatan 

kapasitas aparatur menjadi isu utama 

dalam implementasi reformasi birokrasi 

(Hartley, 2005). Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun desain kebijakan dapat 

progresif, “organizational culture and 

ingrained procedural norms often resist 

change” (Hood, 1991, hlm. 8). 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

penelitian ini menitikberatkan kajiannya 

pada dua pertanyaan utama: sejauh mana 

model birokrasi inovatif dalam 

pembangunan IKN dapat diwujudkan, 

dan apa saja tantangan implementatif 

yang muncul di lapangan? Pertanyaan ini 

penting untuk memberikan pemahaman 

empiris dan teoritis tentang bagaimana 

reformasi birokrasi dapat berjalan dalam 

praktik serta kontribusinya terhadap 

peningkatan efektivitas tata kelola 

pemerintahan di Indonesia. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Birokrasi Inovatif dalam Perspektif 

Administrasi Publik Kontemporer 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan administrasi publik 

kontemporer yang menempatkan 

birokrasi inovatif sebagai bentuk 

transformasi dari model birokrasi klasik 

menuju tata kelola pemerintahan yang 

lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis 

teknologi. 

Konsep birokrasi modern berangkat 

dari pemikiran Max Weber mengenai 

birokrasi rasional-legal yang 

menekankan pembagian kerja, hierarki 

kewenangan, aturan formal, dan 

profesionalisme aparatur (Weber, 1978). 

Namun, perkembangan lingkungan 
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sosial, ekonomi, dan teknologi 

menyebabkan model birokrasi Weberian 

dinilai kurang fleksibel dalam 

menghadapi kompleksitas pelayanan 

publik modern. 

Kritik terhadap birokrasi klasik 

melahirkan paradigma New Public 

Management (NPM) yang menekankan 

efisiensi, orientasi hasil, dan 

desentralisasi kewenangan dalam 

organisasi publik (Hood, 1991). Dalam 

perkembangan berikutnya, paradigma 

New Public Governance (NPG) 

menempatkan pemerintahan sebagai 

proses kolaboratif yang melibatkan 

pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil dalam jejaring tata 

kelola (Osborne, 2010). 

Penelitian ini juga menggunakan 

konsep innovative public governance dari 

OECD (2015), yang menekankan 

pentingnya fleksibilitas kelembagaan, 

digitalisasi pemerintahan, eksperimentasi 

kebijakan, dan pembelajaran organisasi 

secara berkelanjutan. Dalam perspektif 

ini, inovasi birokrasi tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan teknologi, 

tetapi juga perubahan pola kerja, 

pengambilan keputusan, dan hubungan 

negara dengan masyarakat. 

Berdasarkan sintesis teori tersebut, 

birokrasi inovatif dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai birokrasi yang 

memiliki karakteristik: 

1. Adaptif terhadap perubahan 

lingkungan kebijakan dan 

teknologi. 

2. Mendorong kolaborasi lintas 

sektor. 

3. Berorientasi pada hasil dan 

penciptaan nilai publik. 

4. Memanfaatkan teknologi digital 

untuk meningkatkan kualitas 

layanan dan transparansi. 

Kerangka teoritis ini digunakan 

untuk menganalisis sejauh mana desain 

kelembagaan dan praktik tata kelola 

Otorita IKN telah merefleksikan prinsip-

prinsip birokrasi inovatif dalam 

pembangunan IKN. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif-analitis untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif 

mengenai penerapan model birokrasi 

inovatif dalam pembangunan Ibu Kota 

Nusantara. Pendekatan ini dipilih karena 

fokus penelitian pada penelusuran proses 

kebijakan kebijakan, desain 

kelembagaan, serta dinamika 

implementasi birokrasi dalam konteks 

pembangunan ibu kota negara baru.  

Data penelitian bersumber dari data 

sekunder yang dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan dan analisis dokumen.  

Dokumen yang dianalisis meliputi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Negara, Peraturan 
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Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang 

Otorita IKN, dokumen perencanaan 

pembangunan IKN, laporan pemerintah, 

publikasi lembaga riset, dan artikel ilmiah 

yang relevan dengan tema birokrasi 

inovatif dan tata kelola pemerintahan. 

Analisis dokumen dilakukan 

menggunakan pendekatan qualitative 

content analysis untuk mengidentifikasi 

tema-tema utama terkait desain 

kelembagaan, digitalisasi pelayanan 

publik, koordinasi antar lembaga, 

kolaborasi multisektor, dan hambatan 

implementasi birokrasi inovatif. Tahapan 

analisis dilakukan melalui reduksi data, 

kategorisasi isu, interpretasi data, dan 

penarikan kesimpulan secara tematik. 

Untuk menjaga kredibilitas 

penelitian, dilakukan triangulasi sumber 

dengan membandingkan berbagai 

dokumen kebijakan, publikasi akademik, 

dan laporan resmi pemerintah. 

Pendekatan ini digunakan untuk 

memperkuat objektivitas interpretasi 

terhadap praktik birokrasi inovatif dalam 

pembangunan IKN. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Desain Kelembagaan Otorita Ibu 

Kota Nusantara sebagai Birokrasi 

Inovatif 

Pembentukan Otorita IKN 

merepresentasikan upaya negara untuk 

menghadirkan struktur birokrasi yang 

relatif non-konvensional dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan di Ibu 

Kota Nusantara. Secara kelembagaan, 

Otorita IKN diberikan kewenangan yang 

luas, mencakup perencanaan, 

pembangunan, pengendalian, hingga 

pengelolaan kawasan ibu kota negara. 

Model ini berbeda dengan pola birokrasi 

sektoral konvensional yang selama ini 

tersebar pada banyak kementerian dan 

lembaga. 

Desain kelembagaan tersebut 

secara normatif mencerminkan karakter 

birokrasi inovatif, terutama pada aspek 

fleksibilitas pengambilan keputusan dan 

pemangkasan rantai koordinasi. Dalam 

perspektif reformasi administrasi publik, 

fleksibilitas kelembagaan merupakan 

salah satu prasyarat utama agar organisasi 

publik mampu beradaptasi terhadap 

persoalan yang kompleks dan lintas 

sektor (OECD, 2015). Melalui desain ini, 

Otorita IKN diharapkan dapat berperan 

sebagai single authority yang mampu 

menyatukan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan, sehingga mengurangi 

fragmentasi kebijakan yang selama ini 

menjadi kelemahan utama tata kelola 

pembangunan nasional. 

Selain itu, Otorita IKN juga 

dirancang untuk mengintegrasikan 

pendekatan lintas sektor melalui kerja 

sama dengan sektor swasta, lembaga non-

pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan 

ini sejalan dengan kerangka collaborative 

governance yang dikemukakan oleh 

Ansell dan Gash (2008), yang 
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mendefinisikan tata kelola kolaboratif 

sebagai suatu proses ketika “public 

agencies directly engage non-state 

stakeholders in a collective decision-

making process that is formal, consensus-

oriented, and deliberative” (Ansell & 

Gash, 2008, hlm. 545). Dalam konteks 

pembangunan IKN, kolaborasi lintas 

sektor diposisikan sebagai strategi utama 

untuk mempercepat penyediaan 

infrastruktur, layanan publik, dan inovasi 

teknologi. 

Secara teoretis, desain 

kelembagaan Otorita IKN juga 

mencerminkan pergeseran dari logika 

birokrasi hierarkis ke arah tata kelola 

berbasis jejaring sebagaimana ditegaskan 

dalam paradigma New Public 

Governance (Osborne, 2010). 

Pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai 

aktor tunggal, tetapi sebagai orkestrator 

jejaring aktor yang memiliki 

kepentingan, sumber daya, dan kapasitas 

yang berbeda. 

2. Harapan terhadap Implementasi 

Birokrasi Inovatif 

Secara konseptual, pembangunan 

IKN diharapkan menjadi laboratorium 

nasional bagi penerapan birokrasi 

inovatif. Harapan tersebut terutama 

tercermin pada empat agenda utama, 

yaitu pengembangan sistem 

pemerintahan digital, penerapan tata 

kelola berbasis data, penguatan 

pengambilan keputusan kolaboratif, serta 

pembentukan mekanisme kerja yang 

tidak terikat pada struktur birokrasi yang 

terlalu kaku. 

Harapan terhadap penguatan 

pemerintahan digital sejalan dengan 

konsep digital-era governance yang 

menekankan bahwa pemerintahan 

modern harus memanfaatkan teknologi 

digital untuk mengintegrasikan layanan, 

meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki 

kualitas interaksi antara negara dan warga 

(Dunleavy et al., 2006). Bahkan, 

Dunleavy et al. (2006) secara tegas 

menyatakan bahwa pemerintahan 

kontemporer tidak lagi dapat 

mengandalkan model birokrasi 

tradisional, melainkan harus membangun 

sistem yang terintegrasi secara digital. 

Di sisi lain, laporan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa 

digitalisasi pemerintahan berkontribusi 

langsung terhadap peningkatan 

transparansi, akuntabilitas, dan kualitas 

layanan publik. United Nations (2020) 

menyatakan bahwa “digital government 

contributes to improved efficiency, 

inclusiveness, transparency and 

accountability”. Dalam konteks IKN, 

digitalisasi diharapkan menjadi fondasi 

utama dalam penyelenggaraan perizinan, 

pelayanan publik, pengelolaan data 

pembangunan, serta pemantauan kinerja 

birokrasi. 

Harapan terhadap pengambilan 

keputusan kolaboratif juga menjadi 

bagian penting dari agenda birokrasi 

inovatif di IKN. Pendekatan ini 
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dipandang relevan untuk mengelola 

kompleksitas pembangunan ibu kota baru 

yang melibatkan berbagai aktor, mulai 

dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, investor, hingga masyarakat 

lokal. Dalam perspektif New Public 

Governance, kolaborasi tidak hanya 

berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, 

tetapi juga sebagai sarana penciptaan 

nilai publik (Osborne, 2010). 

Lebih lanjut, birokrasi inovatif di IKN 

juga diharapkan mampu mempercepat 

proses pembangunan tanpa 

mengorbankan prinsip akuntabilitas 

publik. Transparansi informasi, 

keterbukaan data, serta mekanisme 

pengawasan yang berbasis teknologi 

menjadi instrumen penting untuk 

memastikan bahwa fleksibilitas birokrasi 

tidak berujung pada lemahnya kontrol 

publik. 

3. Realitas Pelaksanaan di Lapangan 

Meskipun desain kelembagaan 

Otorita IKN menunjukkan arah yang 

progresif, realitas implementasi di 

lapangan memperlihatkan sejumlah 

persoalan struktural dan kultural. 

Pertama, masih terdapat potensi 

tumpang tindih kewenangan antara 

Otorita IKN dan kementerian atau 

lembaga sektoral. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa perubahan desain 

organisasi belum sepenuhnya diikuti oleh 

restrukturisasi relasi kewenangan antar 

lembaga. Dalam literatur reformasi sektor 

publik, Pollitt dan Bouckaert (2011) 

menegaskan bahwa kegagalan reformasi 

birokrasi sering terjadi ketika perubahan 

struktur tidak disertai dengan penataan 

ulang peran, fungsi, dan mekanisme 

koordinasi antar institusi. Fragmentasi 

kewenangan berpotensi menghambat 

kecepatan pengambilan keputusan dan 

memperpanjang proses birokrasi yang 

justru ingin dipangkas melalui 

pembentukan lembaga khusus. 

Kedua, kapasitas sumber daya 

manusia aparatur menjadi tantangan 

krusial. Birokrasi inovatif mensyaratkan 

aparatur yang memiliki kompetensi 

digital, kemampuan bekerja lintas sektor, 

serta pola pikir adaptif. Hartley (2005) 

menegaskan bahwa inovasi dalam sektor 

publik sangat bergantung pada kapasitas 

aktor organisasi dan lingkungan 

institusional yang mendukung 

pembelajaran serta eksperimentasi. 

Dalam praktiknya, transformasi 

kompetensi aparatur tidak dapat 

dilakukan secara instan karena berkaitan 

dengan sistem rekrutmen, pelatihan, pola 

karier, serta budaya kerja yang telah lama 

terbentuk. 

Ketiga, budaya birokrasi lama yang 

menekankan kepatuhan prosedural, 

kehati-hatian berlebihan, dan orientasi 

pada keamanan administratif masih 

relatif kuat. Hood (1991) menunjukkan 

bahwa birokrasi tradisional cenderung 

membangun sistem kerja yang sangat 

berorientasi pada kontrol dan kepatuhan, 

sehingga ruang inovasi sering 
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dipersempit oleh kekhawatiran terhadap 

risiko. Kondisi ini berdampak langsung 

pada terbatasnya ruang eksperimentasi 

kebijakan, padahal dalam kerangka 

innovative public governance, 

eksperimentasi dan pembelajaran 

kebijakan merupakan elemen utama 

untuk menghasilkan solusi baru terhadap 

persoalan publik (OECD, 2015). 

Selain itu, kompleksitas tata kelola 

pembangunan IKN juga berkaitan dengan 

relasi antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. 

Dalam konteks pembangunan kota baru, 

Sims dan Ruskulis (2019) menunjukkan 

bahwa salah satu tantangan utama 

pembangunan ibu kota baru di berbagai 

negara adalah ketegangan antara desain 

kebijakan nasional dan kepentingan 

lokal, terutama dalam aspek tata kelola 

lahan, partisipasi masyarakat, dan 

legitimasi kebijakan. 

4. Kesenjangan antara Harapan dan 

Realitas 

Kesenjangan utama antara harapan 

normatif dan realitas implementasi 

birokrasi inovatif dalam pembangunan 

IKN terletak pada aspek operasionalisasi 

kebijakan. Secara normatif, desain 

kelembagaan Otorita IKN dan kerangka 

regulasi telah membuka ruang yang luas 

bagi fleksibilitas, kolaborasi, serta 

digitalisasi. Namun, pada tingkat praktik, 

ruang tersebut masih dibatasi oleh 

regulasi sektoral yang tumpang tindih, 

struktur koordinasi yang kompleks, serta 

kesiapan aparatur yang belum merata. 

Temuan ini sejalan dengan 

pandangan Pollitt dan Bouckaert (2011) 

bahwa reformasi birokrasi sering 

mengalami implementation gap karena 

perubahan formal tidak secara otomatis 

mengubah praktik organisasi. Demikian 

pula, Hartley (2005) menekankan bahwa 

inovasi sektor publik memerlukan 

lingkungan institusional yang 

mendukung, termasuk sistem insentif, 

kepemimpinan yang mendorong 

pembaruan, dan toleransi terhadap 

kegagalan yang bersifat terkontrol. 

Dengan demikian, pembangunan 

IKN menunjukkan bahwa birokrasi 

inovatif tidak cukup dibangun melalui 

desain organisasi dan pemberian 

kewenangan yang luas semata. 

Keberhasilan transformasi birokrasi 

sangat bergantung pada reformasi proses 

kerja, penataan ulang mekanisme 

koordinasi antar lembaga, penguatan 

sistem pengembangan sumber daya 

manusia, serta hadirnya kepemimpinan 

transformasional yang secara konsisten 

mendorong budaya inovasi dan 

pembelajaran di dalam organisasi. Tanpa 

pembaruan pada aspek-aspek tersebut, 

birokrasi inovatif berpotensi berhenti 

pada tataran normatif dan simbolik, tanpa 

mampu menghasilkan perubahan nyata 

dalam kualitas tata kelola pembangunan 

IKN. 
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KESIMPULAN 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara 

merupakan momentum strategis bagi 

transformasi tata kelola pemerintahan dan 

reformasi birokrasi di Indonesia. 

Pembentukan Otorita IKN menunjukkan 

upaya negara menghadirkan model 

birokrasi inovatif yang lebih fleksibel, 

kolaboratif, dan berbasis digital 

dibandingkan model birokrasi 

konvensional. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara normatif desain 

kelembagaan Otorita IKN telah 

mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi 

inovatif melalui penguatan digitalisasi 

pelayanan publik, penyederhanaan 

koordinasi, dan pendekatan kolaboratif 

lintas sektor. Namun, implementasi di 

lapangan masih menghadapi berbagai 

kendala struktural dan kultural. 

Tantangan utama meliputi tumpang 

tindih kewenangan antar lembaga, belum 

optimalnya koordinasi antara Otorita IKN 

dan kementerian sektoral, keterbatasan 

kapasitas sumber daya manusia aparatur, 

serta masih kuatnya budaya birokrasi 

formalistik yang menekankan kepatuhan 

prosedural dibanding inovasi kebijakan. 

Selain itu, partisipasi masyarakat lokal 

dan masyarakat adat dalam pembangunan 

IKN masih relatif terbatas. 

Penelitian ini menegaskan bahwa 

keberhasilan birokrasi inovatif tidak 

cukup ditentukan oleh desain 

kelembagaan dan regulasi yang progresif. 

Transformasi birokrasi memerlukan 

perubahan budaya organisasi, penguatan 

kapasitas aparatur, kepemimpinan 

transformasional, dan mekanisme 

koordinasi lintas lembaga yang lebih 

efektif. 

Secara teoretis, penelitian ini 

memperkuat argumentasi bahwa 

birokrasi post-birokratik hanya dapat 

berjalan efektif apabila inovasi 

kelembagaan diikuti perubahan praktik 

organisasi dan perilaku aparatur secara 

sistemik. 

Saran yang dapat diberikan untuk 

dapat menjalankan model birokrasi 

inovatif pada pembangunan IKN sebagai 

ibukota Negara peneliti menyarankan 

beberapa hal berikut ini : 

Pertama, diperlukan penegasan dan 

penyelarasan pembagian kewenangan 

antara Otorita IKN dan 

kementerian/lembaga sektoral melalui 

harmonisasi regulasi dan mekanisme 

koordinasi yang lebih operasional. 

Langkah ini penting untuk 

meminimalkan tumpang tindih 

kewenangan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dalam 

pembangunan IKN. 

Kedua, penguatan kapasitas sumber 

daya manusia aparatur perlu menjadi 

prioritas utama, khususnya dalam aspek 

literasi digital, kemampuan bekerja lintas 

sektor, manajemen kolaborasi, serta 

kepemimpinan inovatif. Pengembangan 

kompetensi tersebut harus diintegrasikan 
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ke dalam sistem rekrutmen, pelatihan, 

dan manajemen karier aparatur di 

lingkungan Otorita IKN. 

Ketiga, pemerintah perlu 

membangun sistem insentif dan 

perlindungan administratif yang 

mendorong aparatur untuk melakukan 

inovasi dan eksperimentasi kebijakan 

secara terukur. Tanpa mekanisme insentif 

yang jelas, budaya kehati-hatian 

berlebihan akan terus menjadi 

penghambat utama transformasi 

birokrasi. 

Keempat, perubahan budaya 

organisasi harus didorong melalui 

kepemimpinan transformasional yang 

konsisten di tingkat pimpinan Otorita 

IKN. Kepemimpinan tidak hanya 

berperan dalam memastikan kepatuhan 

terhadap target pembangunan, tetapi juga 

dalam membangun iklim kerja yang 

terbuka terhadap pembelajaran, 

kolaborasi, dan penggunaan pendekatan 

baru dalam penyelesaian masalah publik. 

Kelima, untuk memperkuat 

legitimasi dan kualitas tata kelola 

pembangunan IKN, perlu dikembangkan 

mekanisme partisipasi publik dan 

keterlibatan masyarakat lokal secara lebih 

bermakna dalam proses perencanaan dan 

pengawasan pembangunan. Keterlibatan 

ini penting agar birokrasi inovatif tidak 

hanya berorientasi pada efisiensi dan 

percepatan, tetapi juga pada penciptaan 

nilai publik yang inklusif dan 

berkelanjutan. 
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